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KEMENTERI-

AN Pendidikan,

Kebudayaan,  Ri-

set, dan Teknologi

mendukung Visi

dan Misi Presiden

tahun 2020- 2024. Tujuannya, untuk  me-

wujudkan Indonesia Maju yang ber-

daulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal

ini dilakukan melalui Pelajar Pancasila

yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, be-

riman, bertakwa kepada Tuhan YME,

dan berakhlak mulia, bergotong royong,

dan berkebinekaan global.

Salah satu persoalan penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia adalah tentang

tata kelola pendidikan dalam satu sistem

pendidikan nasional untuk mencer-

daskan kehidupan bangsa. Narasi ‘pen-

didikan gratis’ sering ditafsirkan sempit

sebagai pendidikan di lingkungan seko-

lah tanpa membebani  biaya apapun

kepada keluarga. 

Tripusat Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar

Dewantara telah lama mengenalkan

kepada kita konsep Tripusat Pendidikan

untuk memberdayakan sinergitas ling-

kungan keluarga, sekolah, dan masyara-

kat. Artinya, terselenggaranya pendidik-

an merupakan peran dan tanggung

jawab kolektif sekolah, keluarga dan ma-

syarakat, termasuk di dalamnya pembi-

ayaan pendidikan. 

Sementara itu,  masih ada tindakan

ataupun sikap kurang terpuji oknum in-

san pendidikan  yang tidak mencer-

minkan keluhuran budi pekerti. Salah

satunya adalah tindakan komersialisasi

pendidikan secara berlebihan sebagai

bisnis yang menjanjikan. Perihal demi-

kian tentu telah  meninggalkan atau

mengabaikan tanggung jawab dan nilai

moral.

Permasalahan kronis lainnya dalam

dunia pendidikan kita adalah adanya

pemahaman yang keliru bahwa ‘kehe-

batan manusia’ ditentukan kemampuan

nalar atau kecerdasan otak saja. Keber-

hasilan pendidikan sering dinilai dari lu-

aran kemampuan kerja otak yang diukur

secara kuantitatif saja. Sementara itu,

hal terkait dengan kualitas moral peserta

didik dan pendidik sering terabaikan.

Gunawan Santosa (2020) menyatakan

bahwa realitas kehebatan manusia di

alam semesta ini bukan semata karena

otaknya, tetapi karena hatinya.

Pengaruh pemikiran positivistik bahwa

kehebatan kerja otak manusia seolah

mampu menyelesaikan semua masalah,

akan menyesatkan kita untuk memben-

tuk manusia sejati yang berakal mulia. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pasal 3 mengingatkan kepada kita bah-

wa tujuan pendidikan adalah mengem-

bangkan potensi peserta didik agar men-

jadi manusia yang beriman dan bertaq-

wa kepada Tuhan yang Maha Esa, ber-

akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, serta menjadi warga ne-

gara yang demokratis, serta bertanggung

jawab. Pendidikan menghasilkan

manusia yang cerdas dan mulia,

berkemampuan penalaran maju, de-

ngan moralitas terpuji penuh ketu-

lusan. Namun dalam proses pen-

didikan terkadang dicederai dengan

kebijakan ataupun implementasi

program pendidikan yang kurang

berkeadilan dan berkeadaban. 

Partisipasi Publik

Dalam upaya menguatkan akunt-

abilitas pendidikan di Indonesia,

maka diperlukan partisipasi publik

yang konstruktif. Partisipasi publik

bermakna bahwa publik proaktif

berkontribusi untuk mempengaruhi

keputusan publik. Prinsip partisi-

pasi publik menyatakan bahwa

mereka yang terkena dampak kepu-

tusan memiliki hak untuk terlibat

dalam proses pengambilan keputusan.

Spektrum kepentingan pemangku ke-

pentingan publik yang luas, meng-

hasilkan berbagai pandangan, harapan

dan kekhawatiran. Proses partisipasi pu-

blik yang baik akan memberikan keadi-

lan dan kualitas layanan publik prima

dengan keterlibatan berbagai pemangku

kepentingan. 

Partisipasi publik yang baik bermakna

pelibatan para pemangku kepentingan

dalam memberikan masukan pada titik-

titik tertentu dalam proses pengambilan

keputusan dan pada isu-isu spesifik yang

memiliki potensi nyata untuk membantu

membuat kebijakan publik sebagai solusi

atas kebutuhan dan kepentingan bersa-

ma. Kebijakan-kebijakan pendidikan di

Indonesia, memerlukan partisipasi pu-

blik dari masyarakat, agar layanan pen-

didikan semakin berkeadilan, beradab,

dan berkualitas.  ❑-f

*) Timothy Apriyanto, Sekretaris

Dewan Pendidikan DIY dan Pengurus

Kadin DIY.

Naskah Kerja Sama Dewan

Pendidikan DIY - Kedaulatan Rakyat

Makna ASEAN bagi Indonesia 

Timothy Apriyanto

Suhu panas saat ini fenomena wajar

-- Yang tidak wajar jika hatinya

ikut panas

***

Beri kesempatan anak didik berani

berubah

-- Zona nyaman kadangkala men-

jemukan

***

Jual gadis dibawah umur, mucikari

diamankan

-- Hukum tegas!

Partisipasi Publik Pendidikan di Indonesia

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT)

ke-42 ASEAN akan dilaksanakan 10-11

Mei 2023, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara

Timur. Pertemuan akan dihadiri Kepala

Negara/Kepala Pemerintahan negara-ne-

gara ASEAN, termasuk Timor Leste seba-

gai negara anggota ke-11 ASEAN dengan

status observer. Sedangkan Indonesia se-

bagai tuan rumah sekaligus sebagai

Ketua ASEAN. Apa makna KTT ASEAN

bagi Indonesia?

ASEAN yang lahir 8 Agustus 1967,

memang sudah banyak maknanya bagi

Indonesia. Jika ditelusur dari sejarah,

organisasi itu lahir dari negara-negara

yang sebelumnya terlibat konflik. In-

donesia baru saja berkonlik dengan

Malaysia dalam konfrontasi Malaysia-

Indonesia. Demikian juga negara-ne-

gara Asia Tenggara yang lain, masih

saling curiga akibat perang dingin.

Sehingga awal dibentuk merupakan

kerja sama ekonomi, sosial dan budaya

yang dipatrikan menjadi pengikat.  

Belum Tergantikan

Sebagai penggagas berdirinya

ASEAN dan sekaligus anggota terbe-

sar perhimpunan bangsa-bangsa di

Asia Tenggara itu, Indonesia mau tidak

mau harus mencermati segala sesuatu

yang terkait dengan masa depan Asia

Tenggara, termasuk dalam KTT saat ini.

Tujuannya, agar jangan sampai kita

bernasib menjadi tamu di negeri sendiri,

sementara orang asing malah menjadi tu-

an di negeri kita.

Dalam dunia yang transparan, organi-

sasi-organisasi internasional maupun re-

gional semacam ASEAN mau tidak mau

juga semakin transparan agar kebersa-

maan dan kerja sama yang dirangkakan

dapat terselenggara. Sampai saat ini ke-

sepuluh anggotanya mengakui bahwa pe-

ran ASEAN dalam menciptakan perda-

maian dan kesejahteraan regional belum

tergantikan. Mereka juga menggaris-

bawahi prinsip-prinsip utama yang meno-

pang peran ASEAN sebagai kekuatan ba-

gi perdamaian dan stabilitas di Asia

Tenggara, seperti saling menghormati, ti-

dak mencampuri urusan dalam negeri

masing-masing, konsensus, dialog, dan

konsultasi. 

Kemampuan ASEAN mempertahankan

kelangsungan hidupnya sampai 2023 ini

merupakan keberhasilan yang tidak kecil

artinya. Prestasi serupa itu belum pernah

diraih oleh wadah-wadah kerja sama di

Asia Tenggara yang dibentuk sebelumnya,

seperti ASA maupun Maphilindo.  Dalam

menghadapi isu-isu global dan menjalin

hubungan dengan mitra-mitra dialognya,

ASEAN mampu tampil sebagai suatu ke-

satuan politik sehingga memberi bobot

yang lebih besar daripada usaha masing-

masing negara anggotanya.

Meskipun demikian, revitalisasi per-

soalan lama yang pernah dihadapi  oleh

ASA maupun Maphillindo dan persoalan

baru yang timbul karena keberhasilan us-

ahanya di berbagai bidang,  justru dapat

menjadi sandungan perjalanan ASEAN.

Seperti ditunjukkan ASA dan Maphilin-

do,  kedekatan geografis saja ternyata ti-

dak sanggup menyangga regionalitas.

Sebaliknya, tanpa dilambari keterikatan

politik dan fungsionalisme ekonomi, hal

itu malahan dapat menjelma menjadi

kekuatan disintegratif yang mengancam

regionalitas dan mengikis regionalisme. 

Keberadaan ASEAN merupakan suatu

keputusan politik dalam situasi yang

yang sedang bergerak dan tidak mantap

sebagai akibat dari pertentangan-perten-

tangan di antara anggota  sendiri mau-

pun dari perebutan pengaruh antara ne-

gara-negara adikuasa. Kecuali itu, ka-

wasan yang stabil dan aman  akan meru-

pakan lahan yang subur bagi tumbuh-

kembangnya pembangunan negara-

negara ASEAN dan kerja sama ekono-

mi, sosial dan kebudayaan  di antara

negara-negara anggota.  

Pra-kondisi

Perdamaian dan stabilitas kawasan

ASEAN  akan merupakan pra-kondisi

bagi berhasilnya baik usaha-usaha

pembangunan negara-negara anggota

maupun usaha-usaha untuk mening-

katkan kerja sama ekonomi di antara

negara anggota  dan negara-negara mi-

tra-wicara. Keberhasilan ASEAN

sampai saat ini tidak lepas dari peran

Indonesia. Indonesia sebagai penggagas

dan anggota ASEAN yang terbesar,  ju-

ga sudah  merasakan manfaatnya yang

besar.

Agar peran Indonesia semakin

menentukan, maka masyarakat harus

mendukungnya. Untuk itu, masyarakat

harus memahami tentang ASEAN.

Mudah-mudahan KTT ASEAN saat ini

semakin menyadarkan masyarakat akan

makna ASEAN bagi Indonesia. ❑-f

*) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,

Dosen Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

A Kardiyat WiharyantoTumpas Sindikat Perdagangan Orang
MESKI sudah lebih 15 tahun

memiliki Undang-undang Tindak
Pidana Perdagangan orang (TP-
PO) No 21/2007, penegakan hu-
kum terhadap  kejahatan kemanu-
siaan ini seakan tanpa gigi. Pada-
hal undang-undang tersebut dulu
merupakan salah satu perundan-
gan yang cepat dibahas DPR RI,
dengan dalih  sangat diperlukan
untuk memberikan perlindungan
pekerja di luar negeri. Ironisnya,
kasus perdagangan orang dengan
pelbagai modus terus berulang
dan terkesan seakan tanpa ada
tindakan yang menjerakan pelaku.
Padahal UU tersebut,  10 tahun
kemudiaan diikuti lahirnya UU No
18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.  

Sudah sebulan terakhir ini, pe-
merintah disibukkan  dengan ka-
sus 20 pekerja migran Indonesia
(PMI) yang diduga disekap di
Myawaddy  Myanmar. Kota ini me-
rupakan lokasi konflik militer Myan-
mar dengan kelompok pem-
berontak. Ke-20 WNI ini tergoda
iming-iming dua pelaku yang me-
miliki jaringan internasional, yang
menawarkan pekerjaan. Awalnya,
dijanjikan kerja di Thailand, tanpa
diketahui mereka dibawa ke Myan-
mar dan  masuk jaringan penipuan
investasi warga asing.  Ke-20
orang tersebut dibawa pindah-pin-
dah dan diduga disekap, disiksa,
diperbudak dan diperjualbelikan. 

Kali ini pemerintah cukup sibuk.
Menkopolhukam Mahfud MD kala
berbicara di UIN Sunan Kalijaga
Kamis  (4/5) lalu menyebut telah
menyerahkan nama terduga
pelaku ke Bareskrim Polri, untuk
ditangkap. Mahfud secara gam-
blang mengungkap telah meran-
cang terapi kejut, shock therapy
terhadap sindikat TPPO dengan
menangkap terduga pelaku atau
penyalur di daerah. Tentu, harus
ada penelusuran ke daerah ter-
hadap instansi-instansi yang me-
miliki andil terjadinya TPPO.  (KR,
5/5). Apalagi dua bulan sebelum-
nya, kasus serupa terjadi dengan
puluhan PMI yang diiming-imingi
kerja di Kamboja. Pengungkapan
kasus Kamboja berhasil menang-
kap pelaku yang kemudian ter-
identifikasi telah mengirim PMI ille-

gal sejak 2019.
Apakah pelaku memiliki hubung-

an sindikasi dengan kasus
Kamboja? Entahlah. Namun ma-
syarakat tetap  berharap, sikap
tegas menindak dan menumpas
sindikat perdagangan orang hen-
daklah  tidak hangat-hangat tahi
ayam. Pasalnya, pernyataan
perang bisa dikatakan  sudah  ter-
lambat. Sudah cukup banyak kor-
ban dari mereka yang disemati
gelar Pahlawan Devisa. Mulai dari
yang bekerja bertahun-tahun pu-
lang tanpa membawa upah karena
melarikan diri bahkan kepulangan
dengan perlindungan KBRI, mere-
ka yang mengalami cacat fisik,
yang diperkosa bahkan ada yang
gila dan juga hilang nyawa. Dan
kasus ini muncul sejak belasan
tahun silam. 

Dalam kurun 2018 - 2022 seper-
ti diungkap Mahfud yang dikutip
dalam laman infopublik (7/4) men-
capai 2.606 kasus TPPO dimana
50% melibatkan anak dan 46,14%
korbannya adalah perempuan.
Miris!  

Dengan melihat korban anak-
anak, sangkaan adanya kongka-
likong pejabat dengan penjahat ti-
dak lagi samar-samar, namun
sungguh jelas. Minimal terjadi pe-
malsuan dokumen dengan pemal-
suan usia. Kian miris, kolaborasi
penjahat dan pejabat  itu  tidak
segan-segan mengorbankan
saudara sebangsa yang ingin se-
jahtera dengan rela meninggalkan
keluarga dan kampung halaman,
untuk keuntungan pribadi mereka.  

Jika pemerintah kini menyata-
kan perang terhadap TPPO dan
bersih-bersih hingga ke daerah,
tentu harus ada dukungan dan
kerja sama semua pihak. Jangan
ada yang melindungi oknum
pengkhianat yang rela mengor-
bankan saudara sebangsa.  Kun-
cinya adalah penegakan hukum
tanpa tebang pilih. 

Saatnya menghentikan dan
menumpas sindikat perdagangan
orang. Pemerintah lewat Mahfud
MD telah menabuh genderang pe-
rang.  Bangsa ini berharap segera
ada aksi dan eksekusi. Jangan ha-
nya digaungkan, namun kasusnya
kemudian menghilang.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
dengan panjang tulisan antara 535  - 575
kata, dengan mengisi subjek mengenai
isu yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Terharu di Titik Nol
BEBERAPA hari yang lalu saya

berjalan-jalan melewati Malioboro
ke Selatan. Suasana sudah tidak
seramai pekan sebelumnya, mak-
lum libur lebaran sudah usai.
Sekalipun siang itu, suasana
Malioboro juga tidak sepi-sepi am-
at. Pesona sepenggal jalan di Kota
Yogyakarta itu memang luar biasa. 

Semakin ke Selatan, saya
merasakan suasana lebih ramai.
Pasar Beringharjo sudah tampak
bergairah kembali dan di Museum
Beteng Vredeburg, saya melihat
kelompok anak-anak sekolah ber-
seragam menikmati berlari-lari di
halaman museum yang luas dan
sebagian yang lain duduk-duduk
dan berfoto. Memang kelompok-
kelompok itu didampingi orang de-
wasa, yang mungkin guru sekolah
mereka. Saya tidak tahu, darimana
mereka asalnya. Apakah DIY saja
atau luar kota. 

Rasa haru tiba-tiba menyeruak
di hati. Kawasan itu dan sekitarnya
sangat bersejarah bagi perjalanan
bangsa. Ada Gedung Agung,
Museum dan Beteng Vredeburg,
Gedung BI, Kantor Pos dan tentu
titik nol. Apakah  guru anak-anak itu
sekadar mengajak kesitu untuk fo-
to tanpa memberikan penjelasan
sejarah kawasan tersebut? Apa itu
Gedung  Agung, Titik Nol, Beteng
Vredeburg dan lainnya? Sekadar
tempat selfie ataukah ada kisah
lain? 

Sejarah tempat-tempat tersebut
sangat luar bagi perjalanan bangsa
ini. Apakah guru-guru tersebut
mempelajari dan menjelaskan se-
hingga anak-anak memahami
maknanya. Jika tidak, jangan
salahkan bila anak tidak mengenal
sejarah bangsanya.  ❑-f

*) Ariyanti, Bausasran
Danukusuman Kota Yogya


